DUGAAN KORUPSI APBDESA, KEJARI DELISERDANG TAHAN OKNUM
KADES DAN KAUR KEUANGAN DI BANGUNPURBA

Sumber Berita: https://www.hariansib.com

Lubukpakam (harianSIB.com) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Deliserdang
menetapkan dan menahan oknum Kepala Desa dan Kaur Keuangan desa, salah satu desa
di Kecamatan Bangunpurba Kabupaten Deliserdang, sebagai tersangka dugaan korupsi
dalam kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun
2022.

Oknum Kades berinsial Su (48) dan Kaur Keuangan berinisial JH (30) keduanya warga
Kecamatan Bangunpurba Kabupaten Deliserdang, selanjutnya menjalani penahanan di
Lapas Lubukpakam.

Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan (Kajari) Deliserdang, Mochamad Jeffry
SH MHum, pada siaran persnya yang diterima wartawan melalui Kasi Intelijen, Boy
Amali SH MH, Jumat (16/2/2024) di Lubukpakam. Perbuatan keduanya mengakibatkan
adanya kerugian negara yang diperkirakan Rp 601.048.841.

Disebutkan, berdasarkan hasil pemeriksaan tim penyidik tindak Pidana Khusus
(Pidsus), oknum Kades dan oknum Kaur Keuangan Desa, ditetapkan sebagai tersangka
dugaan korupsi pada kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) Tahun 2022, pada desanya.

Guna proses pemeriksaan lebih lanjut dan dikuatirkan melarikan diri, merusak
serta menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, keduanya ditahan di
Lapas kelas 11B Lubukpakam, Kamis (15/2/2024) pukul 14.30 WIB.
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Kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan yang dipersangkakan melanggar
Pasal 2 ayat 1, junto Pasal 18 Subsidair Pasal 3, Junto Pasal 18 Undang-Undang Rl Nomor
20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 55 ayat 1 KUHPidana, jelas Boy
Amali.

Sumber Berita:

1. https://www.hariansib.com/detail/Medan-Sekitarnya/Dugaan-Korupsi-APBDesa--
Kejari-Deliserdang-Tahan-Oknum-Kades-dan-Kaur-Keuangan-di-Bangunpurba, 16
Februari 2024

2. https://analisadaily.com/berita/baca/2024/02/17/1050272/korupsi-apbdesa-kejari-
deliserdang-tahan-oknum-kades-dan-kaur-keuangan/, 17 Februari 2024

Catatan Berita:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 1 Angka 1, Angka 2, Angka 3 dan Angka 10

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Angkal. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Angka 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Angka 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Angka 10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pasal 73

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan
pembiayaan Desa.

(2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan
dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
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(3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa
menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan
Desa.

Pasal 74

(1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang
disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

(2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak
terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan Kkegiatan
pemberdayaan masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa

Pasal 35

a. Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang
bersumber dari Dana Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, diutamakan penggunaannya
untuk:

a. Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan
kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh
persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana
Desa;

b. Dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran
Dana Desa,;

c. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen)
dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan

d. Dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada
Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting,
pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik Desa, serta
program atau kegiatan lain.

b. Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang
bersumber dari Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, digunakan untuk:

a. Mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas Desa; dan/ atau
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b. Penanganan bencana alam dan non-alam.

Pasal 38

(1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis
yang ditetapkan oleh bupati/wali kota.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola
dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih
banyak menyerap tenaga kerja dari Masyarakat Desa setempat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa

Pasal 2

(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun
anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 16
(1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b. Pelaksanaan pembangunan Desa;
c. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
d. Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan
huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang
telah dituangkan dalam RKP Desa.

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub
bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan
darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau
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pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau
denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
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